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PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2020

 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang






a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan daerah Kota Bontang Nomor 7 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan peraturan Walikota Bontang tentang tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran Peraturan daerah kota Bontang nomor 7 tahun 2020 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat dilaksanakan secara lebih  efektif dan efesien maka perlu menetapkan peraturan walikota tentang tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran peraturan daerah   Kota Bontang nomor 7 Tahun 2020 tentang   Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mengingat
	
	1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

	

	
	10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebar luasan Peraturan Perundang-undangan

	
	11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
12. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


MEMUTUSKAN

Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang.

3. Walikota adalah Walikota Bontang.

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bontang.

5. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Bontang.

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.

7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bontang.

8. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Bontang.

9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.

10. Camat adalah Camat Kota Bontang.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan. 
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
16. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
17. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
18. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat,kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
19. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
20. Tanda pelanggaran adalah tanda yang diberikan pada bangunan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang bangunan.
21. Kas umum daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Bontang.
22. Ketetapan denda daerah adalah adalah surat ketetapan denda yang menentukan besarnya jumlah sanksi denda yang harus dibayar.
23. Nilai bangunan adalah perkalian antara luas bangunan dengan harga bangunan yang sedang atau telah dibangun per meter persegi yang ditetapkan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung.
BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bangunan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah bangunan khusus yang digunakan sebagai terminal.

                                    Pasal 3

1) Klasifikasi Terminal terdiri atas:

a. terminal penumpang; dan/atau 

b. terminal barang. 

(2) Terminal mempunyai fungsi:

a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda; 

b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ; 

c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; dan 

d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

                                      Pasal 4

1. Pemerintah Daerah berwenang membangun dan menyelenggarakan Terminal penumpang Tipe C berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas. 

3. Penyelenggaraan Terminal penumpang oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Wali Kota. 

4. Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penertiban.

                                        Pasal 5

Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau swasta dapat membangun Terminal barang untuk kepentingan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

                                         Pasal 6 

(1) Pembangunan dan penyelenggaraan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas terdiri atas:
a. fasilitas utama; dan 
b. fasilitas penunjang. 
(2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. jalur keberangkatan;
b. jalur kedatangan; 
c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput; 
d. tempat naik turun penumpang; 
e. tempat parkir kendaraan; 
f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
g. perlengkapan jalan; 
h. media informasi;
 i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 j. loket penjualan tiket. 
                              (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: 
a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui; 
b. pos kesehatan;
c. fasilitas kesehatan; 
d. fasilitas peribadatan; 
e. pos polisi;
f. alat pemadam kebakaran; dan 
g. fasilitas umum. 
                               (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi: 
a. toilet; 
b. rumah makan;
c. fasilitas telekomunikasi; 

d. tempat istirahat awak kendaraan; 

e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; 

f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang; 

g. fasilitas kebersihan; 

h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; 

i. fasilitas perdagangan atau pertokoan; dan/atau

                            j. fasilitas penginapan. 

                                             (5) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

                                                                           Pasal 7
Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal tanpa mendapat persetujuan dari Wali Kota.
BAB III

PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan perizinan bangunan terminal di wilayah Daerah.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melimpahkan kewenangan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap :

a. bangunan terminal yang berdiri tanpa alas hak atas tanah sah di atas tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

b. bangunan terminal yang berdiri dengan alas hak yang sah;

c. kesesuaian bangunan terminal dengan izin lingkungan/dokumen teknis lainnya yang menjadi syarat menerbitkan IMB.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh :

a. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dalam hal tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah belum ditetapkan status penggunanya;

b. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dalam hal tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah telah ditetapkan status penggunanya.

(3) Pengawasan atas penyelenggaraan bangunan yang berdiri dengan alas hak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :

a. pada koridor dengan fungsi jalan arteri dan jalan kolektor dilaksanakan oleh Kepala Dinas;

b. pada koridor jalan lokal dan jalan lingkungan dilaksanakan oleh Camat sesuai wilayah kewenangan masing-masing.

(4) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah atau Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta bantuan kepada Camat sesuai wilayah kewenangan masing-masing.

(5) Kepala Perangkat Daerah selaku penerbit izin dan/atau rekomendasi teknis yang menjadi syarat penerbitan IMB melakukan pengawasan pelaksanaan izin dan/atau rekomendasi teknis yang telah diterbitkan.

BAB IV

TATA CARA PENGAWASAN
Pasal 10

(1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dilakukan melalui pemantauan langsung berdasarkan :

a. pengaduan atau pelaporan masyarakat;

b. pelaporan dari kelurahan;

c. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya; dan/atau

d. kegiatan peninjauan lapangan secara berkala.

(2) Pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(3) Kegiatan peninjauan lapangan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap :

a. kepemilikan IMB;

b. kesesuaian pelaksanaan pembangunan berdasarkan kewajiban / ketentuan dalam IMB;

c. kesesuaian fungsi bangunan;

d. kesesuaian pembangunan dan pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lokasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Hasil pengawasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan tembusan Walikota.

(5) Kepala Dinas menindaklanjuti hasil pengawasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya hasil pengawasan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka Walikota berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan.

(2) Apabila dalam kegiatan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 66 Peraturan Daerah Kota Bontang no.7 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penutupan lokasi terminal;

c. penghentian kegiatan;

(3) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda 10% (sepuluh perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b  dan huruf c, dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
Pasal 12

(1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan :

a. Bertahap;

b. Bebas; dan/atau

c. Kumulatif.

(2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

(3) Penerbitan keputusan sanksi administratif oleh Kepala Dinas disampaikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan.
(4) Keputusan sanksi administratif berupa penutupan lokasi terminal dan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan  c yang diterbitkan oleh Kepala Dinas juga disampaikan kepada Kepala Satpol PP sebagai tembusan.

Bagian Kedua

Bangunan Terminal Tanpa Memiliki IMB

Paragraf 1

Bangunan terminal Tanpa IMB di atas Tanah Milik/dikuasai secara sah

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan terminal  tanpa memiliki IMB di atas tanah yang dimiliki/dikuasai secara sah menurut ketentuan yang berlaku, diberi peringatan tertulis dan diberi tanda pelanggaran oleh Kepala Dinas.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk mengajukan IMB.

(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), maka Kepala Dinas menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan/atau penyegelan sampai dengan diperolehnya IMB.

(4) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengirimkan surat bantuan penertiban kepada Satpol PP yang berisi tentang permohonan bantuan penyegelan.

(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi Keputusan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala Dinas mengenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.

(6) Dalam rangka pelaksanaan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas mengirimkan surat bantuan penertiban kepada Satpol PP yang berisi tentang permohonan bantuan pembongkaran bangunan.

(7) Satpol PP melakukan penertiban berupa penyegelan dan/atau pembongkaran paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya surat bantuan penertiban.

Paragraf 2

Bangunan terminal Tanpa IMB di atas Tanah Milik/dikuasai Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa IMB di atas tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang telah atau belum ditetapkan status penggunaan barangnya dan belum dikuasi secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberi peringatan tertulis dan diberi tanda pelanggaran oleh Kepala Dinas.

(2) Peringatan tertulis dan tanda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pengawasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4).

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Dinas menerbitkan keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan sanksi administratif sesuai ayat (3), Kepala Dinas mengirimkan surat bantuan penertiban kepada Satpol PP yang berisi tentang permohonan bantuan pembongkaran bangunan.

(5) Satpol PP melakukan penertiban pembongkaran maksimal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya surat bantuan penertiban.

Bagian Ketiga

Bangunan terminal Tidak Sesuai IMB

Pasal 15

(1) Setiap pemegang IMB yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB, diberi peringatan tertulis dan diberi tanda pelanggaran oleh Kepala Dinas.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk menghentikan pembangunan yang melanggar dan menyesuaikan bangunan sesuai dengan ketentuan dalam IMB dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

(3) Apabila pemegang IMB tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Dinas menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan atau penghentian sementara pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB dan/atau pembekuan IMB.

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang IMB tidak mematuhi keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penghentian tetap pembangunan, penyegelan dan/atau pembongkaran bangunan untuk pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB.

(5) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas mengirimkan surat bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP yang berisi tentang permohonan bantuan penyegelan.

(6) Dalam hal pengenaan sanksi administratif pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IMB diberikan kesempatan untuk membongkar sendiri bangunan yang tidak sesuai dengan IMB dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

(7) Apabila Pemegang IMB tidak mematuhi keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka, Kepala Dinas mengirimkan surat bantuan penertiban kepada Satpol PP yang berisi tentang permohonan bantuan pembongkaran bangunan untuk bangunan yang tidak sesuai IMB.

(8) Satpol PP melaksanakan penyegelan dan/atau pembongkaran maksimal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya surat bantuan penertiban dari Kepala Dinas.

(9) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP, pemilik bangunan juga dikenakan denda administratif yang besarnya 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang dibongkar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(10) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP Pemegang IMB belum mematuhi sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka Kepala Dinas menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan IMB.

(11) Sanksi pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menghapus sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

(12) Penghapusan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kepala Dinas menerbitkan Pembatalan Ketetapan Denda Daerah.

(13) Terhadap bangunan yang telah sesuai dengan IMB yang dilakukan pencabutan dan tidak dibongkar oleh pemilik bangunan, maka terhadap bangunan yang tidak dibongkar wajib diajukan permohonan IMB kembali.

Pasal 16

(1) Dalam hal penerbitan dan/atau pelaksanaan sanksi administratif jatuh pada hari libur, maka dikenakan pada hari kerja berikutnya.

(2) Setiap orang/badan yang telah melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan atau keputusan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

\\

(4) Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan atau keputusan, maka menjadi dasar Kepala Dinas untuk menerbitkan Keputusan Penghentian Pengenaan Sanksi Administratif dan/atau Keputusan Pencabutan Penyegelan.

(5) Apabila Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Pencabutan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pembukaan segel dilaksanakan oleh Satpol PP setelah surat permohonan bantuan pembukaan segel dari Kepala Dinas.

(6) Apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan atau keputusan, maka proses pengenaan sanksi administratif tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Contoh bentuk keputusan pengenaan sanksi administratif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

a. semua tindakan administratif yang telah dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.
b. mekanisme pemberian sanksi administratif yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berpedoman pada ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota Bontang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BONTANG

	NOMOR
	: …

	TANGGAL
	: …


Contoh Formulir Keputusan Penerapan Sanksi Administratif

KOP INSTANSI YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN


KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BONTANG

NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

(Judul Keputusan Sanksi)

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BONTANG

	Menimbang
	:
	
	a. bahwa...........
	;
	
	

	
	
	
	b. dan seterusnya...........
	;
	

	Mengingat
	:
	
	1.
	...........;
	
	
	

	
	
	
	2. dan seterusnya.............
	;
	

	Memperhatikan
	
	:
	1.
	...........;
	
	
	

	
	
	
	2. dan seterusnya.............
	;
	

	
	
	
	
	MEMUTUSKAN:
	

	Menetapkan
	
	:
	KEPUTUSAN.........
	TENTANG............................................................

	KESATU
	
	:
	(*berisi pelanggaran pasal .............................................................
	)

	KEDUA
	
	:
	(*berisi sanksi yang dikenakan ......................................................
	)

	KETIGA
	
	:
	(*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang

	
	
	
	ditentukan………………………………….......................................)
	

	KEEMPAT
	
	:
	(*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam diktum Ketiga

	
	
	
	tidak dilaksanakan .........................................................................
	)

	
	
	
	
	
	dst.
	
	

	KE……..
	
	:  Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada
	

	
	
	
	tanggal ditetapkan.
	
	


Ditetapkan di :

pada tanggal :

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bontang

